BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah
ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat
suku Dayak Benuag di Kabupaten Kutai Barat disebabkan banyak faktor.
Faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan antara PT. Bharinto
Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq adalah
tidak dilibatkannya secara langsung masyarakat hukum adat suku Dayak
Benuag dalam penetapan Wilayah Kerja Pertambangan oleh pemerintah
Kabupaten Kutai Barat dan adanya tumpang tindih penguasaan hak atas
tanah serta diketahui banyaknya mafia tanah yang memanfaatkan situasi
dan kondisi yaitu dengan menjual hak ulayat yang bukan miliknya
kepada para investor. Dan juga dikarenakan hak ulayat memiliki arti
penting bagi masyarakat hukum adat suku Dayak Benuad, karena mereka
mengaggap hak ulayat merupakan jati diri suku Dayak Benuaq dan
merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.

2. Proses dalam menyelesaikan konflik pertanahan pada kegiatan
pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama
dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai
Barat adalah melalui non litigasi. Dengan pendekatan yang digunakan

adalah melalui jalur negosisasi dan peradilan adat.
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B. Saran
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Agar senantiasa melibatkan masyarakat hukum adat yang
berdasarkan fakta dan data bahwa diketahui wilayahnya berkaitan
langsung dengan penggunaan tanah adat/hak ulayat untuk kegiatan
pertambangan ataupun kegiatan perkebunan sawit. Sosialisasi dini
berupa cara menghindari konflik perlu dilakukan kepada masyarakat
hukum adat agar konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat hukum
adat dengan pihak perusahaan tidak terjadi lagi.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat
Diketahui Kantor Pertanahan mempunyai wewenang dalam hal
menyelsaikan konflik pertanahan,dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan
sebaikanya lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan pemahaman dini
tentang peran dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat
dalam menyelesaikan konflik pertanahan.
3. Masyarakat Hukum Adat
Bagi masyarakat hukum adat suku Dayak Benuag, dalam
menjaga dan melestarikan hak ulayat senantisa tetap menjalin hubungan
yang erat berdsarkan asas kepercayaan dan asas kebersamaan antara
sesama kelompok masyarakat hukum adat, agar dikemudian hari tidak
akan ada lagi mafia tanah ataupun tumpang tindih pengusaan hak ulayat
yang dapat menimbulkan konflik pertanahan yang melibatkan

masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat.
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